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GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
bahwa dalam rangka optirnajisasi kinerja Dim318 ~;n'!'r,~i
dan Sumber Daya Mineral perlu peru mu san Tugaa, Fu ng j I
dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Surnber Daya Mineral:
bahwa Peraturan Daerah Provinai Kalimantan Selatan Nornor 111

Tahun 20016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nornor 095 Tahun ,2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organ isasi , Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan perlu nya
perumusan tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat
Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Oubernur
tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinae Energi dan
Sumber Daya Mineral:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar R,epubUk Indorresia
Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 an tara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I: Kaltmantan Selatan
sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara RepubHk [ndone91~
"rabun 19,56 Nemer 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 11061,);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007tentan,g Enc'rgi (Lembamn
Negara Republik Indonesia Tahun 21007 Nornor 96, Tambah an
Lembaran Negara Republik JndonesiaNomor 4746);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 21009tentan~:_ ,~:e'mD1~,ang,~n
Min,eraJ dan Batubara (l...embar,an N,egar-a Republik [nda'nc:B~
TahUD 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Ne;ga;r,a R'epu.bhk
Indonesia No:mor 4431,81:;

b.,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TUGAS, FUNGSI, DAN URAJAN TUGAS
DINAS EN.E,ROIDAN SUMBER DAY,A MINER.A,~,;I

TENTA.NG

PERATURAN GUBERNUR K_ALrMANTAJ" 8~;;1'ATArl
NOMOR 09;1 TAH'UN 2020

GUBER,NUR KALIMANTAN SEL~TAN

Mengingat: 1.

Menimbang: a.



Dipindai dengan CamScanner

s. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P mberrtu kan
Peraturan Perundang-undangan [Lernbaran Negara RepuloHk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82'" Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20] 9 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20] 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun :2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor6398,;

6,. Undang-Undang Hornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20]4
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nornor 2'3 Tahun 2'014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5.679);

'7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74" Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia, Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2'017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Preaiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12: Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lernbaran Negara
Re,publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);,

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20]5 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20][,5 Hornor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 1:20 Tahun 2:018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nornor 80 Tahun .2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara RepubHk Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Previnsi Kalimantan Selatan Nornor 11
Tahun 2.016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi 'Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinst
Kalimantan Selatan Tahun 2:016 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan S,elatan Nomor 095 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisaei, Tugas, Fungsi dan Tam
Kerja Perangkat Daerah Pm'vinsi Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan, Bela,tan Tabun 2019 Nomor 9S),;
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Dalarn Peraturan Gubernur iniyang dimaksud dengan:
1. Daerah adalab Provinsi Kalimantan Selatan,
2. Pernerintah Daerah adalah Oubernur sebagai unsur penyelenggara

Pernerintahan Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
S. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas

adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pernerintahan
dl bidang Energi dan Sumber DayaMineral Provinsi Kalimantan Selatan,

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsj Kalimantan Selatan,

7., Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Energi dan Surnber
Daya Mineral

8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas di Iingkungan Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral.

9 Energi adalah kemampuan untuk rnelakukan kerja yang dapat berupa
pana.s, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetfka.

10. Surnber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, balk
secaralangsung rnaupun melalui proses konversi atau transformasi.

] 1.. Sumber Daya Energi adalah surnber daya alarn yang dapat dirnanfaatkan,
baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi,

12. Energi Barn adalah energi yang berasal dan sumbber energi barn.
13. Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dati

surnber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan balk, antara
lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air,
serta gerakan dan perbedaan suhu Iapisan laut,

14, Surnber Energi Tak Terbarukan adalah sumber energi yang berasal dan
sumber adaya energi yang akar; habis jika dieksploitaai secant terus
rneneru 5'1. antara lain minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan
serpih bitumen"

J 5. Mineral adalah senY,RWQ anorganik yang terbentuk di alam, yang merniliki
sifat fisik dan kimia tertentu serta ausunan kristal reratur atau
gabungannya y,ang membentuk batuan, balk dalam bentuk lepas atau
padu.

Pasal ]

BAB)
KETENTUAN UMUM

PER.l\TURAN GUBERNUR: TENT}-\NG TU ,AS, FUN j, I., D.AN
UR'AJA- TUGAS DlN ~S EN" 'RQI D)\N UMBER DJ\YA
~llNERAL.

'MEMUTUSI'- \N:

- J -
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28.

27.

26.

25.

24.

2·3.

22.

'2:1.

20.

19..

17.

Batubara adalah endapan senyawa anorganik karbonan yyan - terb sntuk
seeara Iamaiah dan aisa tumbuh-tumbuhan.
Perta.mb~~an Mineral adalah pertambanga» kurnpulan min- ral yang
b~rupa bijih atau batuan, di luar panas buml, minyak dan g,as. hurni, S rta
al'r tanah. .

18. nrertamban~an _Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang
terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan
aspal ..

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral
atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan
pemurriian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang ..
Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izm
untuk melaksanakan usaha pertambangan,
IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan
tahapan kegiatan penyelidikan umum,-reksplora.si dan studi kelayakan.
IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai
pelaksanaan IUP eksplorasi untuk rnelakukan tahapan kegiatan operasi
produksi,
Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut JPR, adalah izin
untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan
rakyat dengan luas wilayah dan mvestasi terbatas .
Izin Usaha Pertarnbangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah
izin untuk rnelaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha
pertambangan khusus.
IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk rnelakukan
tahapan kegiatan penyelidikan umurn, eksplorasi dan studi kelayakan di
wilayah izin usaha pertarnbangan khusus,
IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai
pelakssanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi
produksi di wilayah Izin usaha pertambangan khusus ..
Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk
mengetahui kondisi geolcgi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
Eksploraai adalah proses kegiatan penyelidikan Iapangan untuk
penggalian informasi dan pengumpulan data~~ata y~an.gdH~uk~ de~ngan
tujuan kepentingan penelitian dan penyelidikan informasl bagt pihak
pihak yang berkepentingan,
Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha untuk mernperoleh
inforrnasi secara'Iinci seluruh aspek yang herkaitan untuk menentu~~
kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis
mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang"
Ope~a!li. Produksi ..adalah tahapan kegiatan .~saha pe~bangan.yang
meliput.i konstruksi; penamban,gan, pengolahan;. pemum1B?' tenn_Bsuk
pengangkutan dan penjualan., seTta. ~,a pe:ngendalmn dampak
lingkungan sesuai deng,anhasil s·tudik.erJayakan..

16.

30.

29 ..
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suai, dengan bidang tugas dani. rnelaksanakan tugas lain
kewenangannya,

f-.

(:2)

Dinas mempunyai tugas m,elaksana_k:a'.'n-uru - . t h~ -, ,s~ pemerm a .an yang
rnenjad] kewenangan daerah dan tugas pe:mbantuan bidang energi
dan surnber daya mineral.

Dina,s,dal~, melak_sana~an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (])
menyelenggarakan fungsi: '
a. perumusan kebijakan pengelolaan energi dan surnber daya mineral;
b. pelaksanaan kebijakan pendayagunaan dan pengendalian air tanah;
c. pelaksanaan kebijakan pengusahaan pertambangan mineral

dan batu bara, ~
d. pe]aksanaan kebijakan pengembangan dan korreervasi energi;
e. pelaksanaan kebiiakan pengembangan dan pengendalian usaha

ketenagalistrikan;
pembinaan, pengawasan dan pengendalian Cabang Dinas;

g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis
daerah; dan

h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan
(3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
8.. rnerumuskan kebijakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan pendayagunaan dan pengendalian air tanah;
c. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan pengusahaan pertambangan mineral
dan batubara;

d. mengoordinasikan, membina, rnengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan pengembangan dan konservasi energi;

e. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pe~ak~an.aan
kebiiakan pengembangan dan pengendalian usaha ketena,galls.tr1kan;

f. membina, mengawasi dan mengendaHkan Cabang Dinas;
g. mernbina, rnengawasi dan rnengendalikan Unit ,Pelaksana Teknis

Daerah:
h. membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan:

dan

(1)

PasalZ

Bagian Kesatu
Umum

BABn
TUGAS, FUNGSI nAN UR.AIAN TUGAS
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(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (4) huruf a
mempunyai tugas mengoordlnasikan, mernbina, mengatu r dan
r:mmgendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan
dan aset, dan menyelenggarakan urusan urnurn dan administrasi
kepegawaian .

(2) Sekretariat dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1 J menyelenggarakan Iungsi:
a. penyuaunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan

pengendalian kegiatan penyusunan program, dan reneana kegiatan
dines;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian penyusunan laporan kegiatan dinas:

c.. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan:

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pengelolaan aset dinas;

e_ penyusunan program, koordinasi, pembinaan. pengaturan dan
pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

[ penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

g_ penyusunan program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan dan
pengendalian pengelolaan organisasi, taralaksana, dan hubungan
masyarakat.

(3) Sekretariat dalam rnelaksanakan tugas eebagalmana dimaksud pada ayat
(1.) rnempunyai uraian tugas sebagai beriku t:
a. menyusun program, men goordinasikan, membina, mengatur dan

mengendalikan penyusunan program dan rencana kerja dinas;
b. menyusun program, mengoordinasikan, :membi?a, mengatur dan

rnengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas,
e. menyusun program, men,soordinasikanl membina, mengatur dan

mengendalikan penyusunan IlflIIBI1UI dan pengelojaan keuangan:

Pasa13

Bagian Kedua
Sekretariat

~:~nan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri

8. Sekretariat;
b. Bidang Air Tanah;
c. Bidang Mineral dan Batubara;
d. Bidang Energi;
e. Bidang Ketenagalistri kan;
f. Cabang Dinas;
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
h. Kelnrnpok .Jabatan Fungsional,

-6-
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(2)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana diIllaksud,dalam Pa~~
3 ayat (4)huruf ,e mempunyai tugas mengelola,surat-menyurat, ekspedisi
dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan ~asyanl~a~, d~
keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi
kepegawaian, . _
Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian dalam" me]~san~an ,'.t_uga~
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernpunyar uraian tugas sebagai
berikut:
B. menyiapkan bahan dan menyusun rencana, kegia.tan, pengelol~

., k '-d . -" dar kearsipan urusan rumah tangga,surat-menyurat, e, :spel .151 an .' ,, "~., .'" , -. ,..
d k t kolan org:,anisasih:"b , ,'",.,' m a-svarakat _. an,· ,I. epro Or.', - •. -."u ' ungan - " J .. , . ..• _.,_

dan ketatalaksanaan serta adminiatrasi kepegawaian dinas:

(1)

PasaJ 6

(1) Sub 8agian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (41 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
~ggaran, penatausahaan., dan pelaporan keuangan serta pen.g'elolaanaseL

(2) S~bBagian Keuangandan Asetd~am ~elaksanakan tugas sebagaimana
drmaksud pada ayat "1)mempunyamuraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencaoa kegiatan peng,elolaan

keuangan dan aset;

b. menyiapkan bahan dan rnenyusun petunjuk teknis penge]olaan
keuangan;

c.. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penatausahaan
aset;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan
rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;

e. menyiapkan bahan, melaksanakan anal isis kebutuhan dan menyusun
rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;

f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi
keuangan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan dan pelaporan
aset;

h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventaris ruangan:
L menyiapkan bahan dan rnenyusun laporan kinerja dan

pert-anggungjawaban keuangan;
j. menyiapkan bahan dan rnemfasilitasi perneriksaan internal maupun

eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
k. menyiapkan bahan dan memproses adrninistrasi pernbayaran gaJi dan

tunjangan; dan
L melaksanakan tugas main sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya,

Pasal5

-8-
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(.3)

(2)

Bidang Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4,)huruf b
mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pendayagunaan air tanah, pengendalian air tanah dan
pelaksanaan konservasi air tanah,
Bidang Air Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pads ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan., dan

pengendalian pelaksanaan pendayagunaan air tanah;
h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian air tanah; dan
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan

pengendalian pelaksanaan konservasi air tanah,
Bidang Air Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakaud
pada ayat (I) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. rnenyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang air

tanah:

(1)

Pasal 7

Bagian Ketiga
Bidang Air Tanah

b. menyiapkan bahan dan rnenyusun petunjuk teknis pengelolaan surat
m.enyurat, ekspedisi dan .kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan
~as!'arakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta
kepegawaian ;

IC. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyursj
dan ekspedisi;

d. menyiap'kan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi
serta penghapusan arsip;

e. rnenyiapkan bahan, mengelola Iasilitas kerumahtanggaan,
rnengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor; -

r" . k bahrnenyiap can ',',', an dan rnelaksanakan pemeliharaan aset;
g. menyiapkan bah an. dan melaksanakan kegiatan hubungan

masyarakat dan keprctokolan;
h.., menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan

ketatalakaartaan;
1. menyiapkan bahan dan rnenyusun daftar nominatif dan daftar urut

kepangkatan pegawai;
J. merryiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja

pegawai;
k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
1. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
m. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya.

- 9 ,_
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1(.1) Se'ksi Pendayagunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4) huruf a mernpunyai tugas melaksanalcan pengka]ian , bimbingan
teknis, penatagunaan dan pemantauan pendayagunaan dan perizinan air
tanah.

(.:2) Seksi Pendayagunaan Air'Tanah dalam melakaanakan tugas sebagairnana
dimaksud pada ayat (lll mempunyai uraian tugas sebagai berikut: -
a. rnenyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian,

bimbingan teknia, pendayagunaan, pernantauan dan pelaksanaan
perizinan air tanah;

b. menyiapkan bahan dan. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
pengkajian, birnbingan teknis, pendayagunaan dan pemantauan air
tanah;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis
pendayagunaan air tenah;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian pendayagunaan air
tanah:

e. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan penatagunaanypernanfaatan
air tariah;

f. menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan teknis penerbitan
izin pengusahaan air tanah;

. k bahan dan' menyusu n pertimbanzan teknis penerbitang,. m.enylap ._:_an ~ < _ < " ", ••,', ' ,~.""" - .'::L -" - - - t:)

izin pengeboran air tanah:
h .. menyiapkan bahan dan menyusun pertirnbangan teknis penerbitan

izin penggalian air tanah;
1. menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan teknis penerbitan

iain pernakaian air tanah;
J. menyiapkan bah an kerja sama dengan instanai terkait dalam

pendayagunaan air tanah;
k, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyediaan air beraih

yang, bersumber dan air tanah;
l. Menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan te·knfs penerbitan

izin perueahaan pen.o,eboran air tanah:
m. Men.yiapkan. bahan dan menyusun pertirnbangan teknis penerbitan

izin Juru bor;

Pasal B

m~n\'um_m, progrnm, rnengoordtnaaikan, membina, mengatur dan
rnf'n~C'ndIh knn p·plnkannann pendeyagu naan air tanah; -
rn,"n;vtu.un program, rrrengoorelmasikan, mernbina, mengatur dan
rnengendnllk In penguaahaan air tanah:

d. rnenvusun progrum, meogoordlnasikan, membina, rnengatur dan
mengendnltkarr pelakaanaan konservasi lair tanah; dan

e. melnksarrakan tugas 'lain aesuai dengan hidang tugas dan
kr"enangnnnya. -

'("'HI mdnng Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) terdiri atas:
u, Seksi Pendayagunaan Air Tanah;
h. Seksi Pengendalian Air Tanah; dan
c. Seksi l<onservasi Air Tanah.

h
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Dipindai dengan CamScanner

(1) Seksi Pengendalian Air Tanah Tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan birnbingan
teknis, fasilitasi dan supervisi pengusahaan air tanah,

(2) Beksi Pengendalian Air Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1')mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan birnbingan

teknis, fasllltas! dan supervisi pengusahaan air tanah;
b. menyiapkan bahan dan menyusun pertunjuk teknis pelaksanaan

birnbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengusahaan air tanah;
c. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan bimbingan teknis pengelolaan

air tanah;
d,. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan permukaan air

tanah kuantitas dan kualitas air tanah;
e. menyiapkan bahan dan me1aksanakan pembuatan sumur pantau air

tanah;
r. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan intrusi air asin;
g. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan amblesan tanah

akibat pengusahaan air tanah;
h. melaksanakan pemantauan dan pengendalian air' tanah pada kawasan

pertarnbangan;
i. Melaksanakan penyusunan Standar Pelayan an, Minimal (SPM) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi pengendalian air tanah:
j.. menyiapkan bah an pernbinaan pelaksanaan pengeboran dan

penggalian air tanah;
k. menyiapkan bahan dan melaksanekan pengawasan pe:ngeboran dan

'Penggalian au tanah;
1. menyiapkan bahan dan melaksanakan snsialisasi pengelolaan air

tanah kepada masyarakatj badan usaha:
m. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin pengusabaan

air tanah;
n. rnelaksanakan monitoring dan evaluasi pengusahaan air tanah yang

dikelola rnasyarakat atau badan usaha:
o. menyiapkan-bahan dan menyusun Iaporan kinerja blmbingan teknia,

fasilitasi dan supervisi pengusahaan air tanah: dan
pro melak'sanakan tugas lain sesu dengan bidang tugas dan

:kewenan,gannya.

Pasal9

n. n~,enriapkan bah~ dan rnelaksanakan pe:mantauan pendayagunaan
air tanah yang telah direkomendasikan peruntukarmya;

0" rnelaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pengkajian, bimbingan teknis, penatagunaan dan pernantauan
pendayagunaan air tanah;

p. menyiapkan bahan dan rnenyusun laporan kin' . keai. eI]a egiatan
pengkajian, bimbingan teknis, penatagunaan dan pemantauan
pendayagunaan air' tanah; dan

q, melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya,

- II -



Dipindai dengan CamScanner

(1) Sekst Konservasi Air Tanah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4) huruf c mernpunyai tugas melaksanakan pengkajian, aosialisasi,
p'erlindU'ngan,~pelestarian dan pernanfaatan air tanah,

1(2) Seksi Konservast Air Tanah dalam melaksanakan tugas sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1) mernpunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian,

sosialisasi, perlindungan, pelestarian dan pernanfaatan air tanah;
b. menyiapkan bahan rnenyuaun petunjuk teknis pelaksanaan

pengkajian, sosialisaei, perlindungan, pelestarian dan pernanfaatan air
tanah;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pernetaan zona konservaai air
tanah pada cekungan air tanah;

d. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan pengkajian dan analisis untuk
penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah;

e. rnenyiapkan bahan dan rnenetapkan zona konservasl air tanah pada
cekungan air tanah;

f. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
konservasi air tanah;

g. menyiapkan bahan. dan melaksanakan penyusunan neraca air tanah;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan proyeksi

kebutuhan air tanah;
I, rnenyiapkan bahan dan rnelaksanakan penyusunan standarisasi

acuan harga dasar air tanah;
j. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan pengelolaan daerah imbuhan

air tanab;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan imbuhan air tanah

buatan;
I, menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasl kepada rnasyarakat

tentang pentingnya konservasi air tanah;
m. melaksanakan konservasi air tanah dengan melakukan pembuatan

sumur resapan;
n. melaksanakan perlindungan Iingkungan sumber air tanah dari faktor

yang rnenimbulkan pencemaran;
o, melaksanakan pengawasan eksplorasi air tanah secara tidak

berlebihan agar kelestarian air tanah tetap terjaga;
p, melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka

optimaltsasi konservasi air tanah;
q. melaksanakan perbaikan lingkungan sumber air tanah yang

mengalarni pencemaran;
T. melaksanakan pemantauan pemanfaatan air tanah secara bijak;
s, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan

pengkajtan, sosialisa si, perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan air
tanah.

t. rnelaksanakan tugas Iafn sesuai dengan bidang tugas dan.
kewenangannya.

Pasa1 '10

- 12 -



Dipindai dengan CamScanner

[I I Bidang Min ral dan Batubara sebagaimana dirnaksud dal m Pasal 2
ayat ~4) huruf c mernpunyai tugas mengoordinasikan, mernbina, rnengatur
dan mengendalikan eksplorasi potensi, Iasilitaai investasi t pengusahaan,
dan pernberdayaan masyarakat pada kegiatan usaba pertarnbangan
mineral dan batubara -__ ' - - . _' ,

(2~1 Bidang Mineral dan Batu bara dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat I( 1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program, koordinaai, pembinaan, pengaturan dan

pengendalian pelaksanaan eksplorasi potens i sum ber daya mineral
dan batubara;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendahan pelaksanaan pengembangan wilayah pengusahaan
mineral dan batu bara;

c,. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pelaksanaan teknik penambangan mineral, dan
batubara; dan

d. penyusunan program, koordmasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pelaksanaan pelay anan izin usaha pertambangan,

(3) Bidang Mineral dan Batubara dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dirnaksud pada ayat ~.1)mempunyai uraian sebagai beriku t:
a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pengelolaan

sumber daya mineral dan batu bara;
b.. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan

mengendalikan pelaksanaan eksplorasi potensi sumber daya mineral
dan batubara;

c. menyusun program, mengoordinaaikan, membina, mengatur dan
rnengendalikan pelaksanaan pengernbangan wilayah pengusahaan
mineral dan batubara;

d. menyusun program, mengoordinasikan, mernbina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan teknik penambangan mineral dan
batubara;

e. menyusun program) mengoord inasikan , membina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan pelayanan izin usaha pertambangan;
dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenan gannya ..

(4) Bidang Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat [I] terdiri
atas:
a. Seksi Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batuhara:
b. Seksi Pengusahaan Mineral dan.Batubara; dan
c. Seksi Teknik Lingkungan Min,eral dan Batubara.

Pasa[ ] 1

R gian Keernpat
Bid ng Mineral don B ,-tu bar

- 1.],-



Dipindai dengan CamScanner

(1) Seksi Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara aebagairnana
dirnaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a rnernpunyai tugas
melaksanakan pen gkaj ian , penyelidikan dan penelitian serta penyusunan
rencana Produksi dan Pernasaran Mineral dan Batubara,

(2) Seksi Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara dalarn
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (ill mempunyai
u raian sebagai beriku t:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

pengkajian , penyelidikan dan penelitian serta penyusunan rencana
Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara:

b. rnenyiapkan hahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
pengkajian, penyelidikan dan penelitian serta penyusunan rencana
Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara;

c. mengumpul, mengolah, dan rnenyajikan data dan informasi Produksi
dan Pernasaran Mineral dan Batubara;

d. rnengumpul, mengolah, dan menyajikan data dan informasi
penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara;

e. mengumpul, mengolah, dan menyajikan data inventarisasi harga serta
penetapan harga patokan mineral bukan logarn dan batuan;

f, mengumpul, rnengolah, dan menyajikan data harga patokan mineral
bukan logam dan batuan ,;

g. memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran biaya
'(RKAB)usaha pertambangan mineral dan batubara;

h. mengurnpul, mengolah, dan menyajikan data potensi dan produksi
sumber daya mineral dan batubara;

i. mengumpul, mengolah, dan menyajikan data sumber daya mineral
bukan logam dan batuan;

J. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan dan penelitian
sumber daya mineral dan batubara;

k. rnengelola data hasil penyelidikan dan penelitian sumber daya mineral
dan batu bara;

l. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap data informasi dan
basil penyelidikan dan penelitian sumber daya mineral dan batu bara;

m menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
penetapan wilayah izin usaha pembangan mineral bukan logarn
batuan;

fl. menyiapkan bahan pertirnbangan teknis penerbitan rekomendasi izin
usaha pertambangan mineral dan batubara;

o. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan rekomendaei izin
pertambangan rakyat pada aspek Produksi dan Pemasaran:

p. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait Produksi dan
Pemasaran Mineral dan Batubara;

q. melaksanakan pemantauan pelaksanaan usaha pertarnbangan
mineral dan batubara yang telah direkomendasikan:

r. rnelaksanakan pemantauan penataan dan pengembangan wilayah
usaha pertambangan mineral dan batubara:

Pasal 1,2
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Dipindai dengan CamScanner

(I I S ksi P'I ngusahaan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam
Pn 'ni '11 ayat 1(4) huruf b mempunyai tugas rnelaksanakan pengkajian
prornosi. fasilitasi invcstasi, dan pelayanan perizinan pengusahaan
rmriernl dan batubara,

'~21 I 'k~ri;Pengusahaan Mineral dan Batubara dalarn melaksanakan tugaa
s ebagaimana dimaksud pada ayat (]) rnempunyai uraian sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan rnenyusun rencana kegiatan pengkajian.

prornosisi ~ fasilitasi investaai, dan pelayanan perisinan pengusahaan
mineral dan batubara; -

b, menyiapkan bahan dan rnenyusu n petu njuk teknis pelaks.anaan
pengkajian, promosi, fasilitasi investasi, dan pelayanan periainan
pengusahaan mineral dan batubara;

c. mengumpulkan mengolah dan menyajikan data potensi surnber daya
mineral dan batubara;

d. menyiapkan bahan dan, melaksanakan pengkajian dan analisis potensi
au mber daya mineral dan batubara;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi potensi surnber daya
mineral dan batubara yang dapat diusahakan:

r. menyiapkan bahan pelelangan wilayah izin usaha mineral dan
batubara;

g. rnenyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi izin
usaha pctambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi
produksi mineral dan batubara;

h. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan iain khUSIU.8, di
bidang mineral dan batubara yang rneliputi :IUP operasi produ ksi
khusus pengolahan dan /atau pemurnian dan, pengiriman komoditas
tambang:

t rnenyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin usaba jasa
mineral dan batubara (lUJ'P)dan surat keterangan terdaftar (.8KTJ;,

J. menyiapkan bahen pertimbangan teknis penerbitan surat persetujuan
laporan studi kelayakan usaha pertambangan mineral. dan batubara
pada aspek ekonomi;

k. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan sural persetujuan
rencana kegiatan dan angar,an biay,a (RKAB) usaha pena.mban,:-c-rm
mineral dan batubara;

I. menyiapkan bahan pengembangan dan peningkaran nUai tnmbah
,~egiatan usaha min'er,w dan batu.h~a;

m. me[]yiapkan 'bahan peThitung~ pendapatnn I l.rktor min. 'ria] ,dan
batubara;.

Pasal 13,

TT' l, ~.~nnk.m mnnunrmg dan C'1i,,' lu~ 'SII serta izrn lllSo_1haPIC' Hmb.:H1~ HI1
un rnl f'Lln h tuhara y ang dtrekomertdnailcnn:

~ I pkr n hllnan dan men)uaun I. poran kin erja pet ksan an
pengkauan. ]'}~n~,elidikan don p~'ncljtian sertn plE'n~u un lJl rcnrnnn
Produk ~d n Pern !i ran ,hnem_ld, ~nB .tubarn; dan

u m It ksarmkan tu as lain ses ua 1 dengan bidnng tug: dnn
kp\'10 nangannva.
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Dipindai dengan CamScanner

(1) Seksi Teknik Lingkungan Mineral dan. Batubara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c mempunyai tugas rnelaksanakan
pengkajian keteknikan pertambangan, konservasi, perlindungan,
keselamatan dan pelayanan keteknisan usaha jasa pertambangan mineral
dan hatubara,

(,2) Seksi Teknik Lingkungan Mineral dan. Batubara dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian sebagai
berikut:
a, rnenyiapkan bah an; menyusun rencana kegiatan pengkajian

keteknikan pertambangan, konservaai, perlindungan, keselarnatan dan
pelayanan keteknisan usaha jasa pertambangan mineral dan
batubara;

b. rnenyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
pengkajian keteknikan pertambangan, konservasi, perlindungan,
keselamatan dan pelayanan keteknlsan usaha jasa pertambangan
mineral dan batubara;

c. mengumpulkan, mengolah dan data dan mformast yang berkaitan
dengan teknik, lingkungan mineral dan batubara;

d. menyiapkan bahan pertfmbangan teknis penerbitan surat persetujuan
laporan studi kelayakan usaha pertambbangan mineral dan batu bara
pada aspek teknik dan lingkungan ;,

Pasal 14

n. m nyiapkan bahan dan melaksariakan mventerisasi harga min raj
bukan logarn dan batuan;

o. rnenyiapkan bahan penetapan harga patokan mineral bukan logarn
dan batuan:

p. menyiapkan bahan pernberian persetujuan laporan eksplorasi;
q, menyiapkan bahan pemberian persetujuan laporan studi kelayakan

usaha pertambangan mineral dan batubara pada aspek penataan dan
pengern bangan wilayah;

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi investasi dan
hubungan komersial usaha pertarnbangan mineral dan batubara;

s, melaksanakan eksplorasi sebagai bahan untuk usulan penetapan
wilayah pertambangan I(WP) mineral dan batubara;

t, melakssanakan pendampingan, penyelidikan dan penyidikan kegiatan
illegal mining beraama dengan aparat penegak hukum:

u, menyiapkan bah an pertimbangan teknis untuk penerbitan
rekornendasi pengembangan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)
dan wilayah pertarnbangan rakyat (WPRll mineral dan batubara; .

v, menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan pengernbangan dan
pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batubara;

w. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batu bara;

x, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
kegiatan pengu sahaan mineral dan batu bara; dan

y. melaksanakan tugas lain SleSURl dengan bidang tugas dan
kewenangannya.
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Dipindai dengan CamScanner

rn riyiapkan bahan evaluasi dokurnen AMDAL dan /atau UKL-UPL
kegiatan usaha pertarnbangan mineral dan batubara;

I, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungen,
keselamatan nperasi, keselama tan Ikesehatan kerja, dan pengelolaan
manajemen pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara;

g. menyiapkan bahan pertirnbangan teknis penerbitan sun-at
persetujuanj'pengesahan dokumen rencana reklamasi dan dokumen
rencana penutupan tarnbang;

h. menyiapkan bahan pertirnbangan teknia untuk pengesahan kepala
teknik tambang dan wakil kepala teknik tambang; -

L melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi dan
pasca pengusahaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara;

j. rnenyiapkan bahan penetapan besaran jaminan reklamasi dan
jaminan penutupan tambang;

k, menyiapkan bahan pertirnbangan teknis penerbitan kartu l.Z]D.

rneledakkan (KIM)" memperoleh, pembelian, pengangkutan,
penyimpanarr/penimbunan, dan penggunaan bahan peledak pada
usaha pertambangan mineral dan batubara:

1. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin pembangunan
dan izin operasi gudang bahan peledak;

m. melaksanakan monitoring, dan evaluasi kelayakan teknis gudang
bahan peledak dan penggunaan bahan peledak pada usaha
pertambangan mineral dan batubara;

n .. melaksanakan monitoring dan evaluuasi penggunaan bahan peledak
pada usaha pertambangan mineral dan batubara;

o. menyiapkan bahan pertimbangan teknis pernbangunan dan
operasional penggunaan tangki bahan bakar cair pada pertarnbangan
mineral dan batu bara;

p. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelayakan teknis penggunaan
tangki bahan bakar cair pada usaha pertambangan mineral dan
batubara;

q. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan standarisasi pengelolaan
usaha jasa pertarnbangan minerba;

r. menyiapkan bahan pertimbangan teknis
s, menyiapkan bahan pertimbangan teknis terkait rekomendasi usaha

jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar pada aspek teknis
dan lingkungan pada usaha pertambangan mineral dan batubara;

t. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pertambangan
mineral dan batubara;

u. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi
teknis dan pengesahan kelayakan penggunaan peralatan penunjang
kegiatan penambangan;

v. menyiapkan bahan dan rnenusun laporan kinetja pelaksanaan
kegiatan teknik, lingkungan mineral dan batubara; dan

w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya,
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Dipindai dengan CamScanner

Seksi P'engembangan Energj, sebagaimena dimaksud dalarn _~a.~ 1_5 j~
1(4) huruf a mempunyai tugas _~elak~akan .~engend6ilian~ ,["~'_

- et .. - 'dan' oenata ·us...ha an serta penyusunanpengawasan, pene [apan I.• '. , ,1:"'- ~, .... _ aJlJ 'c,' .•. -' ~ _ ,' .. ', .i
reknn '.. d c.·C-" ".'_' eman ['aa'tan langsung panas burni, dan pen.gembangantre' ·omen ast IZln pe .' Ii - ,. lEI! • " _ .

,19{" .'~. r '.: '. rta pen ,1....'·'U'SU· nan rencan 'S kebutuban enerzi daerah.pe'n~aJla.n 8e' -i_ ' -'.1 ' . I~ ,... _. ,. - '.' - D"

(1.)

Pasal 16

(11 B_idang En~rgi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d
~empuny~ tugas mengoordinastkan, membina, rnengatur dan
rnengendalikan .:pengembangan surnber daya energi, pengusahaan energi
serta konservasi dan penghematan energi,

(2) Bidang Energi_ dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan, dan

pengendalian pelaksanaan pengembangan surnber daya energi;
h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian pelaksanaan pengernbangan investasi energi;
e. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan dan

pengendalian pelaksanaan pengusahaan energi: dan
d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan

pengendalian pelaksanaan koneervasi energi,
(3) Bidang Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis hidan g: energi;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan

mengendalikan pelaksanaan pengembangan surnber daya energi;
c. menyusun program, mengoordinasikan, membina mengatur, dan

mengendalikan pelaksanaan pengembangan investasi energi;
d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan

mengendalikan pelaksanaan pengusahaan energi;
e. menyusun program" rnengoordinasikan, membina, mengatur, dan

mengendalikan pelaksanaan konservasi energi;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya.
(4)! Bidang Energi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a, Seksi Pengembangan Energi;
h. Seksi Pengusahaan Energi; dan
c. Seksi Konservasi Energi.

Pasal IS

Bagian Kelima
Bidang Energi

- 18 ~
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Sekai Pengusahaan Energi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 ayat (4~
hu ruf b mernpunyai tugas melaksanakan program pen,ge.Jolaan enef'gI
terbarukem.
Sekai Pengusahaan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. penatausahaan surat keterangan terdaftar usahajasa penunjang yang

kegiatan usahanya dalarn 1 (satu) daerah provmst;
b. penetapan pms,edur dan pesyaratan suratketer~gan, terdaftar .~saha

jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 [satu] daerah
provin si; _

c. pc'nyu:sunan n~ko:menda,si pe:rizinan _dan, ..i~,.-:o_~as~_'ahsu~at..,~e'dt~ang'ru;
terdaftar usaha Jasa penu:n]ang y.ang ke,glatan us, . anya '.w,am
(satu) daerah. provinsi;

d. pengendaHan dan pe:ngawasan. p:elaksanaan 0 ~e~man sural
kete:r,angan terdaftar usaba ja~sapenunJang yang ke.gIalan;

(2)

Pasal 17

SI~k8i .'Pengernbangan .Energi dalarn rnelaksanakan tugas sebegaimana
dimaksuo pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikur:
a. penatausahaan izin pernanfaatan langsung panas burni Iintas daerah

ka~'up~te:nJkota d,aJ~ I (Satu) daerah provinsi dan wilayah laut
paling jauh 12 (dua belas] mil diukur dan garis pantai ke arah [aut
lepas danjatau ke arah perairan kepulauan;

b. penetapan prosedur dan pesYEiratan izin pernanfaatan Iangsung panaa
bumi lmtas daerah kabupatenj'knta dalam 1 (satuJ daerah provins:i
dan wilayah laut paling jauh 12 [dua belas] mil diukur dari garis
pantai ke arah laut Iepasdarr/atau ke arah perairan kepulauan:

c. penyu sunan rekomendasi perizinan dan informasi izin pernanfaa tan
larrgsung panas burni lintas daerah kabupatenykota dalam ] (satu)
daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh ,1,:2[dua belas) mil diukur
dan garis pantai ke arah laut Iepas dan/ atau ke arah perairan
kepulauan;

d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatart
langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kcta dalam 1 [satu]
daerah provinsi dan wilayah laut pahng jauh 12' (dua belas] mil diukur
dari garis pantai ke arah taut lepas dan/atau ke arah perairan
kepulauan;

e. pengernbangan potensi dan pemanfaatan sumber daya energi barn
terbarukan dalarn 1. [satu] daerah provinsi;

f. pengkajian dan iden tifikasi ketersediaan potensi sumher daya energi
baru terbarukan dan rencana kebutuhan energi daerah:

g. pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi rencana umum energi daerah
(rued) provinsi kalimantan selatan;

h. pelaksanaan dan koordinasi mengenai kerjasama pengembangan
energi dengan instansij lembaga terkait;

i. melaksanakan tugas lain. sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya,
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dantu:gtu,gas, lain se'suai dengan bidan,C

rvi
dan

kon!
tugD'

f. memberikan birnbingan teknis konservasi energi;
g. membina dan mengawasi konservasi energi;
h. melaksanakan audit energi;

memberikan, penghar:gaan konserva:si ,eoergi;
meJ1aksanakan monitoring dan, eva),uasl
'e'ne'rgime',laksanELkan tug,as lain sesu,aj dengan bidang
'ke\\,'-nan g.an.n.y,a;

I( I) Seksi Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalarn Pasar 1S ayat (4)1
huruf c mernpunyai tugas rnelaksanakan pengksjjan, soslalisasi,
perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan energi,

(2) Seksi Konservasi Energi dalam melaksanakan tugas sebagaiman a
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan rnenyusun rencana rnenetapkan kebijakan

strategi dan program konservaei energi;
'b. mengernbangkan surnber days rnanusia dalam pelaksanaan

konservasl energi;
c. mernberikan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk

penggunaan teknologi yang menerapkan korrservase energi:
d mengalckasikan anggaran untuk program konservasi energi;
e. rnemberikan insentif danratau disinserrtif konservasi energi;

Pasa] 18

h uri rzm. - ernlnnann. d -n 'I·' tl~ HhL';m us h.i ni.rc: h'lh.m
~.l- I IhlO, U' 1) ~ eh ~,~ill ba h. n btl kar !.l1o ipn nn I ] J1a'~iI: "~
rr: rm 111 dpnl t n m .0.00 (sepuluh ribu] 'tort ,t r t,lhun;

0-' tr n. pros dur dan. p !ar .t In izin u: ,,-lha ni g _ b._him lx k Ir
_Jh,. I ~hUJllI["ll eb~~ __j h hnn b kar lain den an l\.,np.1S.lt~S. penvcdi inn
rrnpru den (n ,10.0.00I(S -puluh ribu] [On rturnm:

PPn\'U-unnn r -korn ndas 'i p ri in 1n d.an in ormasi i in u h nJ1,"
. han b kar :n~b .ti [bio 'uel] sebagai bs han bakar lain d "'ng,._n

hlpn,sIlHs, peny .diaan sarnpai den an 10,0.00 (s puluh ribu] ton per
-ahun:

h -rnbmaan usaha niaga bahan bakar nabati [biofu IJI scbagai bahr n
u kar Iain d ngan kapasitas pen) ediaan sarnpai den an J 0.000
sepuluh ribu] ton per tahun;

r. pen 1.- .ndalian dan penga wasan P Iaksanaan perizinan usaha nia '-,
bahan bakar nabari (biofuel] sebagai Dahan bakar ,~ain dengan
kapasitas penyediaan sampai d -ng,an t 0.,0.00 (sepuluh ribu] ton per
tahun;

J. monitoring dan :valuaei kebutuhan dan ketersediaan bbrn dan lpg
b rsubsidi:

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dam
kewerianganny a-

- 1 1
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Sek:si Pengembangan Ketenagaltstrikan sebagaimana dimaksud .dalam
Pasal 19 ayat (4)1 .huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengkajian,
penyusunan rencana kebutuhan, dan pengembanga.n ketenagaJ.istrikan.
Seksi Pengernbangan Ketenagalistrikan dalarn melaksanekan tuga,~
sebagaimana dimaksud pada ayat I( 1.) mempunyai uraian tugas sebagal
berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusurr rencana kegiatan pengkajian,

penyusunan rencana kebutuhan dan pengernbangan
ketenagalistrik:an ;,

(1)

Pass] 2:0

I~~ '~d, ng Ketcnngaliatrikan s ibagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (4)
huruf 1(" mernpurty d tugas mcngoodinnsikan, membina, mengatur dan
rnengendnlikan pelaksanaan pcngembangan, pengusahaan dan
pcngawnsan pemanfaatan ketenagalistrikan,

(21 Bidang Ketenagalistrikan dalarn melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pads ayat (1)!rnenyelenggarakan fungsi:
8." penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan

pengendalian pelaksanaan pengembangan ketenagalistrtkan:
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan " dan

pengendalian pelaksanaan pengusahaan ketenagalistrikan: dan
c. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan, dan

pengendalian pelaksanaan pernanfaatan ketenagalistrikan,
(3) Bidang Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mernpunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. rnenyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang

ketenngali strikan;
b. menyusun program, mengoordinasikan, rnembina, mengatur,

rnengendalikan pelaksanaan pengembangan ketenagalistrikan;
c. rnenyusun program, mengoordinasikan, mernbina, mengatur,

mengendalikan pelaksanaan pengusahaan ketenagalistrikan;
d. menyusun program, mengoordinasikan, rnembina, mengatur,

mengendalikan pelaksanaan pemanfaatan ketenagalistrikan: dan
e. melaksanakan tugas hun. sesuai dengan bidang tugas

dan kewenangannya.
(4) Bidang Ketenagallstrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas;
a. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan:
b. Seksj Pengusahaarr Ketenagalietrikan: dan
c. Seksi Perigawaaan dan Pengendalian Ketenagalistrikan

P isal ] 9

IJ 19,i.H1 K,~pn.nnn
[1i(lnn~ Kl",t,enngnJiR,trilmn

, I -
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b. men.yiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
pengkajian, perijusunan rencana kebutuhan, dan pengembangan
ket,enagaJistrikan ;

c + ~en.yiapkan bahan koordinasi pengembangan ketenagaflstrikarr di
daerah:

d. rnelaksanakan enventarisasi dan identifikasi potensi sumber tenaga
iistrik daerah;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
kebutuhan ketenagalistrikan daerah;

r. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan pengkajian pengernbangan
ketenagalistrtkan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengernbangan
ketenagalistrikan daerah:

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan Iasilitasi pengembangan
infrastruktur ketenagaliatrikan di daerah;

I, menyiapkan bahan penyusunan reneana umum ketenagalistrikan
daerah:

j. melaksanakan inventarisas] dan identifikasi infrastruktur
ketenagal istrikan;

k. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi perdesaan yang
masyarakatnya belum menikmati aliran listrik;

L menyiapkan bah an dan melakaanakan fasilitasi penyediaan listrik
perdesaan bagi rnasyarakat yang tidak mampu:

m. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan
pengembangan ketenagalistrikan di daerah;

n, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pengkajian, penyusunan reneana kebutuhan, dan pengembangan
ketenagalistrikan di daerah;

o. menyiapkan bahan dan rnenyusun laporan kinerja pelaksanaan
kegiatan pengkajian, penyusurran rencana kebutuhan, dan
pengembangan ketenagalistrikan di daerah;

p. menyiapkan bahan clan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
kegiatan pengkajian, penyusunan rencana kebu tuhan, dan
pengembangan ketenagalistrikan di daerah;

q, menganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu,
pembangunan sarana penyediaan tenaga Iistrik belum berkernbang,
daerah terpencil dan perdesaan;

r. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerirna manfaat
dan kelornpok masyarakat tidak mampu;

s. rnenetapkan penerima rnanfaat dan kelompok masyarakat tidak
rnarnpu;

t. pengumpulan dan pengolahan data dan Informasi sasaran
pemban gunan sarana dan penyediaan terraga listrik belurn
berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;

u. membangun sarana penyediaan tenaga listrik belum berkernbang,
daerah terpeneil dan perdesaan:

v, pengendalian dan, penpwasan pem'~angunan.. sarana penyediaan
tenaga Iistrik behim berkembang, daerah terpencil dan perdesaan:

- 22 -
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( ,I], Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (4) huruf b mernpunyai tugasmeJaksanakan pengkajian; prornosi,
dian pelayanan pengusahaan ketenagalistnkan.

(2' Sekai Pengusahaan KetenagaHstrikan dalarn melaksanakan tugas
seb,agaimana, dimaksud pada ayat (1) mempunyaj uraian tugas sebagai
benkut:
a. menyia.pkan bahan dan menyusun reneana kegiatan pertgkajian

pengkajian, prornosi, dan pelayanan pengusahaan ketenagalistnkan:
b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan

pengkajian, promosi, dan p'e~ayanan pengusahaan ketertagalistrikan;
c. melaksanakan promosi potensi dan kebutuhan ketenagaJjstrikan eli

daerah melalui prune-ran atau media. informasi;
d. krnenetap an prosedur dan persyaratan izin usaha penyediaan tenaga

listrik non badan usaha milik negara dan penjuaIan tenaga listrik
serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga usaha listrik;

e. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan lUPTL dan
penjualan tenaga hstrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia
tenaga Iistrik dalam daerah provinai;

f menetapkan prosedur dan persyeratan izin operasi yang fasilitas
instalasinya daJam daerah provinsi;

g. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin operasi yang
fasilitasi instalasinya dalam daerah provinsi;

h." menyiapkan bahan dan menerbitkan surat tanda lapor yang Iasilitas
instalasinya dalarn daerah provinsi:

i. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi tarif tenaga Iistrik
untuk kon su men;

J. menentukan dan menetapkan tarif tenaga Iistrik untuk kcnsumen:
k menetapkan prosedur dan persyratan izin pemanfaatan jaringan

untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dan pemegang
iain yang ditetapkan oleh daerah previnsi;

1. rnenyiapkan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan jaringan
untuk telekorrnmikasi, multimedia, dan informatika dan pemegang
izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;

m, mengumpulkan dan mengolah data dan mformasi harg,a jual tenaga
listrik dan sewa jaringan tenaga Iistrik, rencana usaha penyediaan
tenaga Iistrik, penjualan kelebihan tenaga Iistrik dan pemegang izin
yang ditetapkan oleh daerah provinsi;

n. menyiapkan Olshan ..persetujuan harga. jual tenaga ...listrl:'<dan ;S~W~
jaringan tenaga Iistrik, pengesahan rencana. usaha penyedl~. tenag,~
Iistrik dan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dan
pemegang izin yang ditetapkan oleb daemh ,pTo~fjns,i; ._

01, meny.iJapkan bah an. pertimbanpn t-eknis re'komendas,j '\\tj,layab usaha.
ketenagalistrlkan;,

Pasal ,21

w. :rnelaksanakan tugas lain sesuai d bid
C;U ,0:";; . at -len,gan I_I ang tugas danke,\'enangannya.

~23 ,_
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(1) Seksi Pengawasan dan Pengerrdalian Ketenagahstrikarr sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 19 ayat (4) huruf c mernpunyai tugas
melaksanakan pengawasan dan pengendalian izin operasional usaba
ketenagalistrikan yang, telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) Sekai Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
uraian tugas sebagai beriku t:
a. menyiapkan bahan. dan menyusun rencana kegiatan pengawasan dan

pengendalian izin operasional usaha ketenagalistrikan;
h. menyiapkan bahan dan rnenyusun petunjuk pengawasan dan

pengendalian izin operasional ueaha ketenagalietrikan;
c. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pengusahaan ketenagalistrikan;
d. menyiapkan bahan pernbinaan dan melaksanakan pengendalian dan

pengawasan pelaksanaan izm operasional pengu sahaan
ketenagalistrikan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi:

e. menyiapkan bahan pembinaan, metaksanakan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan;

f. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan pengawasan kepada pernegang
sertifikat teknik ketenagalistrikan oleh lembaga sertifikasi kompetenai t

g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan
usaha penyedia tenaga listrik non PLN badan usaha millk negara dan
penjual.an tenaga listri.k Diem peinyewaan j,aring,an kepade penyedia
tenaga Hstrik dalam daerah provimli:;

h. melaksa.nakan pen.ge'ndalian dan pcng_ woll4n pelaksanaan tarif tenag,a
listrik IInhik kon:9umen.;

Pasal22

p. lUl'lu\uu'rmhH1 inv(·ulU:l"i.,n:~lj d_lIl ifi(·n'lli.fiil-cilni u: ·_flhn jan.. pen unjang
lu"'1c'n -~,-~nliHt rik« n:

q. rnr-ru Iflpk m prosedur dun :rwm.}'nl'ulnn izin usnha jn'HlJ Pi nunjang
hOlmp'" Hs1dk hnf1i hmfnn usahn rlulam nt·f~t.!ri/m(lyorha _'sahamnyr
dimilild uh·h pennnnm modul dnlnrn ~H"~r"ri~

r. rncnyinpknu bahnn pf"rHmhHlIgnn tekniu penerhitarr tztn usaha
jnsn pcnunj 11lf_t .(·nu~u HHlrH, bugi hadnn u aha dalarn
ncge'ri/ mnyoritns dnlnrn neg ·ri;

Sr. In~lnks U11l knn kerjn :pUHTm d -'Ill~nn t.l'mhaga lrtspckai Teknik
Terakreditnsi unl uk rnelnksannkan pendarnpingan pem eriksaan
ketcnngnlistril ,9n d i dacrnh;

t, m(11) inpkan bahan penugasan kepada Lemhaga lnap kal Teknik
t rnkr 'ditnsi un tu k I._lji lnik operaai in atalasi ket na - llstrikan dl
daerah:

u. menyiapkan bahan penerbitan nornor register Sertifikat Laik
Operasi instnlasl tennga Iistrik;

v. rnenyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
pengkajian promosi, dan pelayanan pengusahaan ketenagalistrikan;

w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya,
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Kelornpok .Jabatan Fun gsi onal sebagaimarr dimaksud dalam Pasal 2. ayat (4)
huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuar dengan
keahlian dan kebutuhan ..

Pasal 25

Bagian Kesembilan
Kelornpok Jabatan Fungsional

(1J UPTD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2: ayat (4) huruf g dibentuk
dengan Peraturan Gubernur;

(2) Pernbentukan UPTO sebagaimana dimaksud pada ayat [I] sesuai dengan
ketentuan perundang- undangan.

Pasal24

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Keterituan tentung pembentukan, tugas, Iungsi, dan uraian tugas Cabang
Dinas sebagaimana dimaksud dalam PasalZ ayat (4.Jihuruf f diatur kemudian
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal23

Bagian Ketujuh
Cabang Dinas

j" melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penzman
pernanfaatan .laringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan
Informatika dad, pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi:

J. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan jual hargs
tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha
penyediaan tenaga Iistrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dan
pernegang izin yang ditetapkan oleb daerah provinsi:

k. melaksanakan pengawasan dan pengendaliao pernbangkit tenaga
listrik;

1. menyiapkan bahan pernbinaan dan pengawasan keaelamatan
pengelolaan kerenagadistrikan dan lindung Iingkungan
keteoagaljstrikan ;

rn. melaksanakan kerjasama dengan unit kerja/Instansi terkait dalam
rangka keteknikan ketenagalistrikan;

n, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan, dan

o. melaksanakan tugas-tu gas, lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

- 2S ..
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Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Oubemur
Kalimantan Selatan Nomor 0141 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Minera] Provinsi KaJi:m.antan
Selatan [Berita Daerah Previnsi Kalimantan Selatan Tahun 21017 Nemer ]4. [)'I
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pa.sa128

BAB ,[V
KETENTUAN PENUTUP

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan d:ibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinae,

(2) Maaing-maaing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yan.g
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepala Dinas,

(3) Masing~masing Sub Bagian pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan di bawah dan. bertanggung jawab kepada
Sekretaris,

(4) Masif1g~masin.gseksi pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada rrsasing-masing
Kepala Bidang.

Pa.saI21

BAB IU
KETENTUAN LAIN-LAIN

1111 j.\ -lompok -Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
terdiri dari sejurnlah tenaga dalarn jenjang fungsiorral yang; terbagi dalarn
kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

~2) Setiap kelornpok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ~1)
dipimpin dan dikoordinasi~:an oleh seorang ten-age. furtgsional senior yang
ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawah kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
diterrtukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

1(4) .Jenis, jenjang, tugas, dan rincian tugas masing-masing .Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasa1,20,
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